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ABSTRAK
Pelayanan publik di Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Berbagai inovasi
dicetuskan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan publik
adalah pelayanan publik berbasis digital atau online. Di Kota Batu kini bahkan terdapat pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi Batu Tracking 19 dengan fitur Admin Batu. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk
mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis aplikasi Batu Tracking 19 melalui fitur
Admin Batu, model pelayanan yang diterapkan dalam memberikan pelayanan berbasis aplikasi, dan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelayanan administrasi berbasis aplikasi Batu Tracking 19. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dilakukan wawancara dan
observasi terhadap narasumber. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksaan pelayanan
administrasi kependudukan berbasis aplikasi Batu Tracking 19 belum memenuhi kualitas dan standar pelayanan,
serta pelayanan yang dilakukan masih belum berorientasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan berbasis
aplikasi ini didukung oleh adanya dasar hukum yang tertera dalam Perwali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2017
tentang Master Plan Batu Smart City. Namun, pelaksanaannya masih terkendala kemampuan-keterampilan para
aparatur desa dalam menyebarkan penggunaan aplikasi dan pemahaman akan perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Batu Tracking 19

Pendahuluan
Seiring berjalannya waktu, pemerintah

dihadapkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat
yang semakin kompleks. Salah satunya ialah
kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan
pelayanan publik yang harus dipenuhi terhadap
masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah
adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah
harus terus berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian
dari seluruh pihak, baik pemerintah sebagai pembuat
regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana, serta
masyarakat sebagai pengawas dan pemberi umpan
balik pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan
yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), pelayanan publik
merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan publik yang berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan bagi seluruh
penduduk Indonesia atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik atau pemerintah.

Pelayanan publik di Indonesia sendiri telah
mengalami perubahan dari waktu ke waktu,

termasuk pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan
untuk mengikuti kehidupan masyarakat yang
dinamis karena terus menerus mengalami perubahan
dinamika kependudukan yang kian berkembang
karena laju pertumbuhan dan pembangunan yang
terjadi di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan
inovasi-inovasi pelayanan publik guna menciptakan
pelayanan publik yang prima.

Dalam berinovasi, lembaga pelayanan publik
dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang
dimiliki dan menggunakan teknologi yang kini
semakin maju. Salah satu inovasi pelayanan publik
yang tercipta adalah pelayanan publik berbasis
website ataupun aplikasi. Tujuan dari
dimanfaatkannya teknologi dalam sektor publik
ialah untuk menciptakan lingkungan e-government
yang baik sehingga dapat tercipta tata kelola
pemerintah yang baik atau good governance.

Salah satu sektor publik yang kini mulai
memanfaatkan perkembangan teknologi dalam
pemberian layanan adalah sektor pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Salah satu penerapan pemanfaatan teknologi
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informasi dalam pelayanan administrasi
kependudukan ialah diciptakannya aplikasi Batu
Tracking 19 di Kota Batu.

Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan
Among Tani Foundation dalam memanfaatkan
teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
publik dengan merilis aplikasi Batu Tracking 19
atau yang dikenal dengan BT19 yang telah di-
launching pada 17 Oktober 2020 bertepatan dengan
peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-19.

Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa
fitur, diantaranya Admin Batu, Pasar Batu, Pagar
Batu, dan Alam Batu. Setiap fitur memiliki tujuan
masing-masing, salah satunya fitur Admin Batu
yang diperuntukkan untuk mempermudah
masyarakat dalam pelayanan administrasi
kependudukan.

Dengan adanya keinginan untuk mencapai
tujuan sebagai Kota Digital, Kota Batu, maka
dilakukanlah soft launching desa digital yang
bertempat di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji
sebagai pilot project. Dalam soft launching aplikasi
BT19 tersebut melibatkan beberapa pihak, antara
lain Diskominfo Kota Batu, Dispendukcapil Kota
Batu, Among Tani Foundation, Pemerintah
Kecamatan Bumiaji, dan Pemerintah Desa
Pandanrejo.

Aplikasi Batu Tracking 19 merupakan
aplikasi baru besutan dari Among Tani Foundation
sebagai salah satu upaya Kota Batu sebagaikota
digital serta mewujudkan konsep Smart City. Among
Tani Foundation merupakan wadah aspirasi bagi
masyarakat Batu. Meskipun pelayanan administrasi
kependudukan berbasis online bukan termasuk hal
baru, namun dengan adanya aplikasi Batu Tracking
19 diharapkan dapat mempermudah dan membantu
masyarakat dalam mengurus administrasi
kependudukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
penulis tertarik melakukan penelitian mengenai
“Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan Berbasis Aplikasi Batu Tracking
19 Melalui Fitur Admin Batu” dengan lokasi
penelitian berada di Desa Pandanrejo, Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana kualitas penggunaan fitur Admin

Batu pada aplikasi Batu Tracking 19 (BT19)
dapat mempermudah masyarakat dalam
pelayanan administrasi kependudukan di Desa
Pandanrejo?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat
dalam pelayanan administrasi kependudukan
berbasis aplikasi Batu Tracking 19 sebagai
sarana pelayanan administrasi kependudukan?

3. Bagaimana model pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi Batu Tracking
19 di Desa Pandanrejo?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan

menganalisis kualitas dari penggunaan fitur
Admin Batu pada aplikasi Batu Tracking 19
(BT19) dapat mempermudah masyarakat dalam
pelayanan administrasi kependudukan di Desa
Pandanrejo.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan
menganalisis faktor pendukung dan penghambat
selama pelayanan administrasi kependudukan
berbasis aplikasi Batu Tracking 19 sebagai
sarana pelayanan administrasi kependudukan.

3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan
menganalisis model pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi Batu Tracking
19 di Desa Pandanrejo.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini
diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai pelayanan publik
khususnya pelayanan administrasi
kependudukan, kemudian memberikan
kontribusi dalam pengembangan pelayanan
publik pada umumnya dan pelayanan
administrasi kependudukan pada khususnya,
serta menjadi bahan informasi untuk penelitian-
penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat
dijadikan untuk meningkatkan pengalaman
dalam melakukan penelitian tentang kualitas
pelayanan administrasi kependudukan dan
menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama mengikuti perkuliahan. Manfaat bagi
pemerintah diharapkan dapat memberikan
masukan dan kontribusi nyata bagi instansi
terkait khususnya Dinas Komunikasi dan
Informatika dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu serta instansi terkait
pengembangan Kota Batu sebagai kota digital.

Tinjauan Pustaka
Pelayanan
Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata layan yang
artinya membantu menyiapkan atau mengurus
segala apa yang diperlukan orang lain untuk
perbuatan melayani. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, pelayanan adalah perihal cara melayani,
servis jasa, dan kemudahan yang diberikan
sehubungan dengan jual beli barang/jasa.

Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas
individu ataupun kelompok, baik langsung maupun
tidak langsung, guna memenuhi kebutuhan
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pelanggan. Dalam penelitian ini, yang menjadi
pelanggan ialah masyarakat penerima layanan.

Pelayanan Publik
Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk
pelayanan yang diberikan oleh badan penyelenggara
baik oleh pusat maupun daerah yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk
pelayanan yang diberikan dapat berupa barang, jasa,
dan administratif.

Pelayanan publik dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, yaitu rangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara melalui
pemberian pelayanan berupa pelayanan jasa,
pelayanan barang, dan pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas Pelayanan Publik
Pengertian Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik adalah
pembanding antara harapan masyarakat dengan
hasil dari produk yang disuguhkan untuk memenuhi
kebutuhan.
Sinambela dkk. (2006:6), mengatakan bahwa
kualitas pelayanan prima tercermin dari :
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat

terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai
dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat
mendorong peran serta masyarakat dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak, yaitu pelayanan yang tidak
melakukan diskriminasi dilihat dari aspek
apapun khususnya suku, ras, agama, golongan,
status sosial.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu
pelayanan yang mempertimbangkan aspek
keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry
(1990), untuk mengetahui kualitas pelayanan yang
dirasakan secara nyata oleh konsumen, terdapat lima
dimensi kualitas pelayanan yang disebut dengan
metode SERVQUAL. Kelima dimensi tersebut
antara lain :

1. Tangibles : kualitas pelayanan yang berupa
sarana fisik perkantoran, komputerisasi
administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.

2. Reliability : kemampuan dan keandalan
untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.

3. Responsiveness : kesanggupan untuk
membantu dan menyediakan pelayanan secara
cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan
konsumen.

4. Assurance : kemampuan dan keramahan
serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan
kepercayaan konsumen.

5. Empathy : sikap tegas tetapi penuh
perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

Administrasi Kependudukan
Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan
rangkaian kegiatan dalam penataan dan penerbitan
dokumen-dokumen dan data-data kependudukan.
Penerbitan dokumen dan data kependudukan dapat
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta
pengelolaan informasi penduduk dan
pendayagunaan hasil pelayanan publik.

Dokumen kependudukan adalah dokumen
yang diterbitkan oleh instansi pelaksana secara
resmi yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen
kependudukan merupakan bukti autentik yang
dihasilkan dari proses pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.

Tujuan adanya administrasi kependudukan
telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam undang-undang tersebut, dicantumkan
bahwa tujuan diselenggarakannya administrasi
kependudukan, antara lain:
1. Memberikan keabsahan pada identitas penduduk

serta kepastian hukum terhadap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting lain yang
dialami oleh setiap penduduk.

2. Memberikan perlindungan pada setiap dokumen
kependudukan dan hak sipil kependudukan.

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan.
yang dapat menjadi acuan dalam perumusan
kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

4. Mewujudkan penduduk yang tertib akan
administrasi kependudukan secara terpadu.

5. Menyediakan data kependudukan yang menjadi
dasar rujukan bagi sektor penyelenggara
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.

Batu Tracking 19
Pengertian Batu Tracking 19

Aplikasi Batu Tracking 19 atau yang dikenal
dengan BT19 adalah aplikasi yang dapat digunakan
baik oleh warga Kota Batu maupun wisatawan
dalam beberapa bidang, diantaranya dalam
mengurus administrasi kependudukan serta
mengetahui informasi mengenai wisata dan desa
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yang berad di Kota Batu. Aplikasi ini merupakan
karya anak bangsa dan digagas oleh Among Tani
Foundation.

Aplikasi ini dibuat bertujuan untuk
membantu masyarakat dalam hal mengurus
administrasi kependudukan, usaha UMKM, dan
mengetahui kabar terbaru yang ada di Kota Batu
serta bertujuan untuk menciptakan Kota Batu
sebagai kota digital dalam mengembangkan master
plan smart city.

Admin Batu
Admin Batu adalah fitur atau sistem online

dalam kepengurusan admnistrasi bagi warga Kota
Batu yang efisien, aman, nyaman, dan tepat. Dalam
fitur tersebut dibagi menjadi akun bagi warga, akun
bagi RT, akun bagi RW, dan akun bagi kepala desa.
Untuk perangkat RT, RW, dan kepala desa
dikhususkan untuk memverifikasi dokumen yang
diajukan oleh akun warga.

Model Pelayanan Kontrak
Dalam model pelayanan publik contracts

menurut Savas (2000), pemerintah bertindak sebagai
arranger dan perusahaan swasta sebagai produsen.
Model kontrak adalah proses pembelian yang
digunakan untuk mendapatkan pelayanan tertentu
dengan kualitas dan kuantitas tertentu dan harga
yang disepakati selama periode waktu tertentu.

Model ini diterapkan di negara-negara maju
karena dinilai lebih efisien sebab mempergunakan
dorongan kompetisi dan memberi tekanan kepada
pasar untuk memaksa mundur produsen yang tidak
efisien sehingga tidak mempengaruhi layanan
publik yang baik lainnya.

Untuk menerapkan model ini, diperlukan
beberapa syarat yang harus ada, yaitu pelayanan
yang disediakan harus terspesifik dengan baik,
tersedia produsen yang potensial dan iklim
kompetisi secara berkelanjutan, pemerintah dapat
memonitor kinerja kontraktor, dan kondisi kontrak
dirumuskan secara tepat dalam dokumen kontrak
dan dilaksanakan secara konsisten.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, sebab penelitian ini pada dasarnya
berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan suatu
fakta dalam fenomena sosial yang ada di masyarakat.
Ini sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksudkan
untuk memberikan gambaran mengenai kualitas
pelayanan administrasi kependudukan berbasis
aplikasi Batu Tracking 19 di Kota Batu, khususnya
di Desa Pandanrejo.

Menurut John W. Creswell dalam buku
Research Design, penelitian kualitatif merupakan:
“Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu
jenis metode untuk mendeskripsikan,

mengeksplorasi dan memahami pada makna yang
oleh sejumlah individu atau sekelompok orang
dianggap berasal dari masalah sosial atau
kemanusiaan”.

Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah pemusatan

konsetrasi terhadap tujuan penelitian yang tengah
dilakukan, sehingga diperoleh gambaran mengenai
situasi yang akan diteliti dan dapat memudahkan
peneliti dalam melakukan observasi. Dalam
penelitian ini, peneliti berfokus pada:

1. Kualitas pelayanan publik dengan penggunaan
fitur Admin Batu pada aplikasi Batu Tracking 19
(BT19) melalui fitur Admin Batu. Untuk
mengetahui kualitas pelayanan tersebut, peneliti
menggunakan metode SERVQUAL oleh
Zeithaml-Parasuraman-Berry (1990), yaitu
tangibles, reliability, responsiveness, assurance,
dan empathy.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari
pelayanan administrasi kependudukan berbasis
fitur Admin Batu dalam aplikasi Batu Tracking
19. Dalam penelitian ini akan dikaji faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksaan pelayanan publik
menurut Moenir (2002-82), antara lain a) Faktor
kesadaran; b) Faktor aturan; c) Faktor organisasi;
d) Faktor pendapatan; e) Faktor kemampuan-
keterampilan; dan f) Faktor sarana-prasarana

3. Model pelayanan administrasi kependudukan
berbasis aplikasi Batu Tracking 19 di Desa
Pandanrejo yang menerapkan model contracts.
Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara
Pemerintah Kota Batu dengan yayasan Among
Tani Foundation dalam mengembangkan Master
Plan Smart City melalui penerapan aplikasi Batu
Tracking 19 dalam kurun waktu dan biaya
tertentu.

Situs dan Latar Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah

Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu,
Jawa Timur. Penulis mengambil lokasi ini
dikarenakan Desa Pandanrejo dijadikan sebagai
desa percontohan atau pilot project sekaligus desa
pertama yang menerapkan penggunaan aplikasi
BT19 sebagai upaya menjadikan Kota Batu sebagai
kota digital.

Sumber Data
Sumber data merupakan sumber yang

memungkinkan untuk diperoleh segala bentuk
informasi baik berupa lisan maupun tertulis tentang
beberapa hal yang menjadi pusat perhatian peneliti.
Untuk memperkuat data, dibutuhkan beberapa
informasi secara lisan yang bisa didapat melalui
wawancara dan secara tertulis yang bisa didapat
melalui dokumen yang diperlukan. Dalam
penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data, yaitu
(Arikunto):
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1. Data Primer berupa person, yaitu sumber data
yang dapat memberikan data berupa jawaban
lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis
melalui angket. Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah staff Pemerintah Desa
Pandanrejo, ketua RT/RW, dan warga Desa
Pandanrejo. Berikut daftar narasumber yang
turut serta membantu peneliti dalam melakukan
penelitian.

2. Data Sekunder berupa dokumen, yaitu sumber
data berupa dokumen yang menyajikan tanda-
tanda berupa huruf, angka, gambar, dan atau
simbol-simbol lain. Data sekunder diperoleh
dari dokumen, laporan, arsip, dan artikel yang
berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan
secara mendalam yang diarahkan pada masalah
tertentu dengan para informan yang sudah
dipilih untuk mendapatkan data yang
diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan
ini dilakukan secara tidak terstruktur, dimana
peneliti tidak melakukan wawancara dengan
struktur yang ketat dan formal agar informasi
yang diperoleh memiliki kapasitas yang cukup
tentang berbagai aspek dalam penelitian ini.

2. Observasi
Observasi ini dilakukan dengan melakukan
serangkaian pengamatan dengan menggunakan
alat indera pengelihatan dan pendengaran
secara langsung terhadap obyek yang diteliti.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
teknik observasi berperan pasif dimana
observasi bisa dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung.

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk
memperoleh data sekunder agar mendukung
dan menambah bukti serta data dari sumber-
sumber lain. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara mencatat data-data yang
berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil
dari beberapa sumber demi kesempurnaan
penelitian. Dokumentasi ini diperoleh dari
dokumen-dokumen administratif, keputusan
dan ketetapan resmi, dan data-data informasi
lain yang menunjang

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, analisis data

dilakukan pada awal dan selama proses penelitian.
Data-data yang diperoleh dikumpulkan dimulai dari
wawancara, observasi, mengklasifikasi, dan
mereduksi data yang kemudian dilakukan penyajian
data dan menyimpulkan data yang diperoleh.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana
(2014) menjelaskan bahwa ada 3 langkah yang harus
dilakukan dalam melakukan analisis data kualitatif,
yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan
penarikan kesimpulan.
1. Pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan

data dari lokasi penelitian maupun dari sumber-
sumber data dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang telah ditetapkan.

2. Kondensasi data, yaitu proses penyeleksian,
pemfokusan, dan penyederhaan data.

3. Penyajian data, adalah kumpulan informasi
yang diperoleh untuk ditarik kesimpulan.
Proses ini dapat mempermudah peneliti dalam
memahami kesuluruhan data sehingga dapat
membantu dalam menentukan kegiatan yang
akan dilakukan untuk menganalisanya.

4. Penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti
akan mengambil kesimpulan terkait pelayanan
administrasi kependudukan berbasis aplikasi
Batu Tracking 19 terhadap warga Dusun
Pandan, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji,
Kota Batu.

Keabsahan Data
Keabsahan data penelitian kualitatif adalah

indikator yang dapat melihat derajat kebenaran hasil
penelitian. Keakuratan data juga dapat terjamin jika
peneliti dapat melakukan keabsahan data. Menurut
Bachri (2010:55) ada 4 (empat) kriteria, antara lain:
1. Derajat kepercayaan (credibility). Kriteria dari

derajat kepercayaan dalam penetapan hasil
penelitian kualitatif adalah dapat dipercaya atau
kredibel dari perspektif partisipan dalam
melakukan sebuah penelitian. Partisipan
merupakan seseorang yang dapat menilai secara
utuh kredibilitas dan hasil penelitian.
a) Perpanjangan pengamatan

Pada tahap awal penelitian, hubungan
personal antara peneliti dengan narasumber
belum terjalin akrab sehingga belum
memiliki komunikasi kuat yang membuat
kedua belah pihak saling terbuka akan
informasi yang dimiliki. Namun, dengan
membangun hubungan baik dengan
narasumber dengan cara saling
berkomunikasi dan melakukan pendekatan
sehingga hubungan antara peneliti dengan
narasumber menjadi saling terbuka dalam
memberikan informasi.

b) Meningkatkan kecermatan atau ketekunan
secara berkelanjutan
Untuk meningkatkan kecermatan dalam
penelitian, peneliti melakukan survey awal
melalui pemberitaan dan sosialisasi melalui
sosial media yang dilakukan oleh Among
Tani Foundation. Penelitian terhadap
penggunaan aplikasi Batu Tracking 19
dalam kehidupan bermasyarakat belum
pernah dilakukan, sehingga belum ada
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penelitian terdahulu yang dilakukan yang
menjadi acuan peneliti. Namun, peneliti
dapat membandingkan hasil yang diperoleh
pada survey awal dengan penelitian di
lapangan melalui pemberitaan yang telah
ada.

c) Analisis kasus negatif
Dalam penelitian yang telah dilakukan,
ditemukan adanya perbedaan antara data
pada survey awal dengan penelitian
dilapangan. Perbedaan tersebut terdapat
pada proses pelayanan dan tarif yang
diperlukan dalam pelayanan berbasis
aplikasi BT19. Perolehan data ini diketahui
melalui proses wawancara dengan warga
Dusun Pandan dan staff Pemerintah Desa
Pandanrejo.

2. Transferabilitas/keterlibatan (transferability)
adalah tingkat kemampuan dari hasil penelitian
kualitatif yang dapat ditransfer kepada konteks
atau setting yang lain.

3. Dependabilitas/ketergantungan (dependability).
Kriteria ini dilakukan dengan cara meng-audit
terhadap keseluruhan proses penelitian. Kriteria
ini dapat mengetahui jika peneliti tidak pernah
melakukan penelitian dilapangan namun
mendapatkan data yang ada dilapangan. Peneliti
tersebut bersikap tidak reliable atau dependable
sehingga setiap penelitian yang dilakukan harus
dilakukan uji dependability.

4. Konfirmabilitas/kepastian (confirmability)
dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan
obyektivitas penelitian. Penelitian yang
dilakukan harulah obyektif artinya telah
disepakati oleh banyak orang. Apabila hasil dari
penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari
proses penelitian yang sedang dilakukan, maka
penelitian yang dilakukan telah memenuhi
standar konfirmabilitas.

Pembahasan
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Berbasis Aplikasi Batu Tracking 19 Melalui
Fitur Admin Batu

Pelayanan publik di bidang administrasi
kependudukan sering kali mengalami berbagai
inovasi guna memberikan pelayanan yang optimal
kepada masayarakat. Salah satu inovasi dari
pelayanan tersebut adalah diciptakannya aplikasi
Batu Tracking 19 yang menjadi salah satu aplikasi
andalan Kota Batu guna mencapai tujuan untuk
menjadikan Kota Batu sebagai kota digital atau
smart city.

Guna mencapai tujuan tersebut sekaligus
menciptakan pelayanan publik yang optimal dengan
memanfaatkan teknologi informasi, tentu standar
dan kualitas pelayanan berbasis aplikasi ini menjadi
pertimbangan guna kelanjutan tujuan master plan
Batu smart city.

Melalui indikator kualitas pelayanan yang
prima menurut Sinambela (2006:6), pelayanan
berbasis aplikasi BT19 ini masih belum tergolong
prima karena adanya beberapa unsur yang belum
terpenuhi.
1. Transparansi

Dalam penerapan pelayanan berbasis
aplikasi BT19 ini dinilai kurang transparan. Hal
ini dikarenakan pihak ATF tidak
memberitahukan sebelumnya bahwa
penggunaan aplikasi ini berbayar. Aplikasi
sempat berjalan selama beberapa mulai dari
Oktober 2020 hingga Juli 2021. Namun pada
saat akan memperpanjang penggunaan aplikasi,
pihak desa harus menganggarkan dana sebesar
5-10 juta setiap bulannya sebagai biaya
operasional. Biaya ini belum termasuk apabila
terdapat pembaruan dan perbaikan server.

2. Akuntabilitas
Pelayanan yang diberikan oleh aplikasi ini

belum bisa dipertanggungjawabkan karena
kurangnya keterbukaan informasi yang
diberikan kepada masyarakat sehingga
menghambat terlaksananya pelayanan yang
prima bagi masyarakat di bidang kependudukan
dan teknologi informasi. Sehingga tujuan untuk
menjadikan Kota Batu sebagai kota digital
seperti yang telah tercantum pada Perwali
Nomor 78 Tahun 2017 tentang Master Plan
Batu Smart City.

3. Kondisional
Pelayanan berbasis aplikasi BT19 ini

sebenarnya sudah cukup efektif dan efisien
karena mempermudah masyarakat dalam
mengurus dokumen yang diperlukan ditengah
kesibukan keseharian masyarakat. Namun,
karena kurangnya pemahaman perangkat desa
dan masyarakat akan perkembangan teknologi,
hal tersebut menghambat pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan berbasis
aplikasi BT19 dan tujuan menjadikan Kota Batu
sebagai kota digital.

4. Partisipatif
Partisipasi masyarakat dalam pelayanan

berbasis aplikasi ini sudah cukup baik, karena
masyarakat mendukung adanya pemanfaatan
teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan publik yang optimal. Namun,
pemahaman masyarakat akan perkembangan
teknologi masih kurang, sehingga hanya
segelintir masyarakat saja yang dapat
mengoperasikan aplikasi BT19 ini. Selain itu,
masyarakat merasa sudah cukup nyaman dan
dimudahkan dengan adanya pelayanan
mengurus administrasi kependudukan secara
kolektif oleh Pemerintah Kota Batu.

5. Kesamaan Hak
Pelayanan administrasi kependudukan

berbasis aplikasi BT19 ini bisa diaplikasi oleh
siapapun tanpa memandang agama, suku, ras,



Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432
Vol. 17, No. 5, Tahun 2023, Hal: 24-34

30

golongan, dan status sosial, sehingga tidak
terdapat diskriminasi terhadap masyarakat guna
memperoleh pelayanan yang serupa.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pelayanan publik berbasis aplikasi BT19

ini seharusnya sudah cukup adil, baik untuk
pemberi layanan dan penerima layanan. Para
pemberi layanan dimudahkan dalam
menyediakan layanan yang dibutuhkan
masyarakat dan penerima layanan dimudahkan
dalam memperoleh layanan tanpa terhalang
waktu dan tempat.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada
kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh
pelanggan berdasarkan teori oleh Zeithaml-
Parasuraman-Berry (1990).
1. Tangibles

Dalam pelayanan berbasis aplikasi BT19
ini masyarakat menyediakan sendiri media yang
disediakan, seperti akun BT19, gadget, dan
jaringan internet. Masyarakat Desa Pandanrejo
sendiri mayoritas penduduknya telah memiliki
gadget sebagai penunjang kegiatan sehari-hari.
Namun, tidak semua warga memiliki gadget
yang memadai atau cukup menunjang untuk
mengoperasikan aplikasi tersebut.

2. Reliability
Perangkat Desa Pandanrejo mampu

memberikan pelayanan yang terpercaya kepada
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan
kepercayaan masyarakat dalam mengurus
dokumen secara kolektif kepada RT/RW
setempat. Masyarakat sendiri lebih
mengandalkan perangkat RT/RW dan
perangkat desa secara langsung dalam
memberikan pelayanan yang optimal terhadap
masyarakat. Namun dalam memberikan
pelayanan berbasis aplikasi, Desa Pandanrejo
masih belum mumpuni, karena terkendala
anggaran desa serta keterampilan perangkat
RT/RW dalam memahami perkembangan
tekonologi informasi.

3. Responsiveness
Perangkat desa dan perangkat RT/RW

Desa Pandanrejo mampu memberikan
pelayanan yang cepat tanggap terhadap
masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari
masyarakat yang lebih mengandalkan
perangkat desa dalam melayani kebutuhan
masyarakat. Bahkan masyarakat sudah cukup
puas dengan kinerja aparatur desa. Namun
dalam pemanfaatan aplikasi BT19, aparatur
belum mampu memberikan pelayanan yang
cepat tanggap dikarenakan adanya kendala pada
anggaran desa sehingga sarana prasarana yang
dibutuhkan belum tersedia.

4. Assurance
Dalam memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat, perangkat RT/RW dan
Desa Pandanrejo memiliki etika yang cukup

baik. Sehingga masyarakat tidak merasa
diintimidasi dalam menerima pelayanan

5. Empathy
Dalam memberikan pelayanan, aparatur
memiliki sikap yang tegas dan penuh perhatian
dalam melayani dan membantu masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan pencatatan sipil.
Bahkan aparatur desa rutin memantau
perkembangan kependudukan warganya.
Namun, pihak desa tidak memiliki wewenang
penuh dalam melayani masyarakat melalui
aplikasi BT19 karena masih terkendala
anggaran, sarana prasarana, serta pemahamana
akan perkembangan teknologi.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Berbasis Aplikasi Batu Tracking 19 Melalui
Fitur Admin Batu
1. Faktor pendukung pelayanan administrasi

kependudukan berbasis aplikasi BT19 antara
lain :
a. Faktor Aturan

Pelayanan berbasis aplikasi BT19
ini didukung oleh Perwali Nomor 78 Tahun
2017 tentang Master Plan Batu Smart City.
Dalam peraturan tersebut, Smart City
adalah kota cerdas yang inovatif
menggunakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam
membantu masyarakat kota mengelola
sumber daya yang ada dengan bijaksana
dan efisien, memberikan informasi yang
tepat kepada masyarakat/lembaga dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup,
efisiensi operasi perkotaan, jasa, dan daya
saing sambal memastikan dapat memenuhi
kebutuhan generasi sekarang dan masa
depan melalui tata pemeritahan yang
partisipatif.

b. Faktor Organisasi
Organisasi yang terbentuk sudah

cukup baik karena terdapat struktur yang
telah ditentukan mulai dari perencanaan
hingga pengawasan pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan berbasis
aplikasi ini. Struktur yang telah dibentuk
diantaranya pihak warga Desa Pandanrejo
sebagai objek percobaan aplikasi,
Pemerintah Desa Pandanrejo sebagai pihak
yang mengatur pelayanan, Among Tani
Foundation selaku pembuat produk
pelayanan perangkat RT dan RW selaku
pelaksana, dan warga desa sebagai
penerima layanan.

c. Faktor Kesadaran
Kesadaran perangkat desa juga

diperlukan dalam memberikan pelayanan
publik yang optimal terhadap masyarakat.
Kesadaran staff Kantor Kepala Desa
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Pandanrejo dalam memberikan fasilitas
dan ketanggapan dalam memberikan
pelayanan patut diapresiasi. Selain itu,
dalam pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi BT19 ini,
staff Kantor Kepala Desa Pandanrejo turut
mengenal aplikasi tersebut kepada warga
yang akan mengurus administrasi
kependudukan di kantor serta membantu
warga dan perangkat RT/RW yang
sekiranya mengalami kesulitan dalam
mengoperasikan aplikasi dan
memverifikasi dokumen melalui aplikasi
tersebut.

2. Faktor penghambat pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi BT19 antara
lain :
a. Faktor Kesadaran

Meskipun aparatur desa memiliki
kesadaran yang cukup baik akan
perkembangan teknologi dan mampu
mengenalkan aplikasi BT19 kepada
masyarakat, namun kesadaran dari
perangkat RT/RW dinilai masih kurang
karena nyatanya surat yang diajukan oleh
warga tidak bisa dicetak karena belum
terverifikasi. Sehingga masyarakat merasa
bahwa pelayanan secara manual lebih
mudah dan efektif meskipun harus
merelakan waktunya untuk bekerja. Selain
itu, pemahaman perangkat RT/RW
terhadap perkembangan teknologi dinilai
masih kurang. Hal ini mengakibatkan
pelayanan administrasi kependudukan
berbasis aplikasi BT19 ini tidak berjalan
efektif.

b. Faktor Pendapatan
Pendapatan yang diperoleh aparatur desa
cukup memotivasi perangkat desa dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Namun pendapatan desa tidak
dapat mendukung perpanjangan penerapan
penggunaan aplikasi BT19 ini. Hal ini
dikarenakan sulitnya memperoleh
gambaran akan anggaran yang akan
digunakan dan persetujuan dari Pemerintah
Kota Batu. Selain itu, dengan nominal
sekitar 5-10 juta setiap bulannya belum lagi
pertambahan biaya yang akan diberikan
apabila terdapat pembaruan penduduk,
Pemerintah Desa Pandanrejo merasa
keberatan. Sehingga penggunaan aplikasi
BT19 di Desa Pandanrejo belum bisa
dilanjutkan.

c. Faktor Kemampuan-Keterampilan
Kurangnya kemampuan-keterampilan
aparatur dalam memahami perkembangan
teknologi mengakibatkan penyebaran atau
pengenalan aplikasi ini terhadap

masyarakat tidak bisa tersampaikan dengan
baik.

Model Pelayanan Administrasi Kependudukan
Berbasis Aplikasi Batu Tracking 19

Dalam penelitian yang telah dilakukan,
ditemukan bahwa model pelayanan publik yang
diterapkan dalam pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi merupakan model
pelayanan contracts atau kontrak. Dalam model
tersebut, dijelaskan bahwa terdapat kerjasama dalam
rentan waktu dan biaya tertentu yang telah
ditentukan.

Dalam penelitian ini, kerjasama tersebut
terjadi antara pemerintah Desa Pandanrejo selaku
pihak penentu pelayanan dengan pihak Among Tani
Foundation selaku pihak produsen yang
memberikan pelayanan yang dibutuhkan.

Model pelayanan publik kontrak menurut
Savas tergolong dalam model kemitraan karena
menyangkut kerjasama antara pemerintah dengan
swasta dalam memberikan pelayanan publik. Hanya
saja dalam model kontrak terdapat proses pembelian
yang digunakan untuk memperoleh pelayanan
tertentu dengan kualitas dan kuantitas tertentu serta
harga yang telah disepakati selama periode waktu
tertentu.

Meskipun pelayanan yang diberikan telah
spesifik dengan produsen yang potensial dan
pemerintah dapat turut serta dalam pengawasan,
Namun, model tersebut tidak dapat sepenuhnya
berjalan baik. Hal ini dikarenakan kurang efisien
sebab tidak ada iklim kompetisi seperti yang
dijelaskan oleh Savas. Selain itu, dikarenakan
terkendala anggaran desa membuat pelayanan
berbasis aplikasi ini tidak dapat dilaksanakan secara
konsisten.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian

yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik
kesimpulan dari pelayanan administrasi
kependudukan berbasis aplikasi BT19 sebagai
berikut :
1. Pelayanan administrasi berbasis aplikasi BT19

masih belum memenuhi kualitas pelayanan
terhadap masyarakat berdasarkan metode
SERVQUAL oleh Zeithaml-Pasuraman-Berry
(1990).

2. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis
aplikasi BT19 didukung dengan adanya faktor
aturan oleh Perwali Nomor 78 Tahun 2017
Master Plan Batu Smart City, faktor organisasi,
dan faktor kesadaran perangkat desa atas
penggunaan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan yang optimal. Namun di
sisi lain pelayanan berbasis aplikasi ini masih
terkendala kesadaran perangkat RT/RW dalam
mengawani penggunaan aplikasi karena
kurangnya pemahaman perangkat tersebut akan
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teknologi. Selain itu, kendala anggaran yang
dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi
belum teratasi sehingga sarana prasarana yang
dibutuhkan belum dapat tersedia.

3. Model pelayanan publik yang diterapkan
bersifat kontrak, yang mana untuk dapat
menjalankan aplikasi tersebut terdapat
perjanjian dengan tarif tertentu antara pihak
Desa Pandanrejo dengan ATF selaku yayasan
yang menyediakan aplikasi BT19.

Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan

penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki
beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :
1. Bagi pihak Among Tani Foundation dan

Pemerintah Desa Pandanrejo sebaiknya
melakukan sosialisasi lebih mendalam lagi
terhadap masyarakat dan alangkah baiknya jika
dalam sosialisasi tersebut, pihak ATF dapat
bersikap terbuka atas biaya yang diperlukan
guna memperpanjang penggunaan aplikasi
BT19 ini. Selain itu, lebih baik aplikasi ini
dikenalkan kepada desa-desa yang ada di Kota
Batu agar aplikasi ini dapat diterapkan secara
merata.

2. Bagi perangkat RT dan RW sebaiknya lebih
rutin memantau perkembangan surat yang
diajukan oleh warga agar warga dapat
merasakan manfaat atas terciptanya aplikasi
BT19. Sedangkan bagi Pemerintah Kota Batu,
terutama Desa Pandanrejo dapat memberikan
media atau sarana guna meningkatkan sumber
daya manusia warganya dalam pemahaman
teknologi agar setiap warga, sehingga tujuan
dari menciptakan Kota Batu sebagai Kota
Digital dapat tercapai.

3. Dalam menerapkan model pelayanan publik
kontrak, alangkah baiknya jika Pemerintah
Desa Pandanrejo mendapat bimbingan akan
gambaran anggaran yang harus digunakan
dalam menerapkan aplikasi ini, sehingga
Pemerintah Desa Pandanrejo dapat menyusun
anggaran desa dengan baik dan tepat agar
semua warga dapat merasakan manfaat akan
fasilitas desa yang dimiliki.
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